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Prinsip-prinsip hukum waris Islam menegaskan pentingnya keadilan bagi
ahli waris, melalui penetapan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.
Namun, kehadiran ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya
menimbulkan tantangan praktis yang memerlukan penyelesaian. Konflik
timbul ketika pewaris meninggal dan beberapa ahli waris ingin segera
membagi warisan tanpa menunggu kejelasan status anak yang masih dalam
kandungan. Meskipun teknologi Ultrasonografi (USG) dapat memberikan
gambaran tentang status kelamin anak dalam kandungan, keakuratan dan
keterbatasannya dalam memprediksi kelahiran hidup atau meninggal
menjadi pertimbangan utama. Selain itu, ulama mazhab juga memberikan
beragam masa tunggu sebagai langkah penyelesaian dalam hal ini. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang konsep waris al-hamlu (anak
dalam kandungan), pendapat ulama mazab dan perhitungan bagiannya secara
komprehensif menggunakan metode maugiif, sehingga mencegah timbulnya
konflik di dalam keluarga terkait pembagian warisan. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil
dari penelitian ini dengan menggunakan metode maugquf, seluruh ahli waris
dapat mengetahui dengan pasti bagian mereka dalam pembagian warisan,
dan harta bisa dibagikan sesuai dengan keinginan mereka, dengan cara anak
yang dalam kandungan (al-hamlu) diprediksikan kedalam enam keadaan,
yaitu dilahirkan meninggal, satu orang anak laki-laki, satu orang anak
perempuan, dua orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, dan satu
orang anak laki-laki dan perempuan. Ahli waris lain hanya berhak menerima
bagian terkecil terlebih dahulu apabila dalam seluruh keadaan tersebut
mendapatkan bagian, jika tidak maka bagiannya di maugifkan (tangguhkan)
sampai kejelasan anak dalam kandungan (al-kamlu) diketahui secara pasti.
Metode maugif ini merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kasus
waris al-hamlu, terutama mengingat belum ada aturan yang baku dalam
kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: hak waris, al-Hamlu (anak dalam kandungan), maugif
(penangguhan)

The principles of Islamic inheritance law emphasize the importance of
justice for heirs, through the stipulation of shares that have been determined
by Allah. However, the presence of heirs still in the mother's womb poses
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practical challenges that require resolution. Conflicts arise when the
testator dies and some heirs want to immediately divide the inheritance
without waiting for clarity on the status of the child still in the womb.
Although Ultrasound (USG) technology can provide a picture of the sex
status of the child in the womb, its accuracy and limitations in predicting
live or stillbirth are major considerations. In addition, the scholars also
provide various waiting periods as a settlement step in this case. This study
aims to describe the concept of inheritance of al-hamiu (children in the
womb), the opinions of the mazhab scholars and the calculation of their
shares comprehensively using the maugif method, so as to prevent conflicts
in the family related to the distribution of inheritance. This research uses an
analytical descriptive method with a qualitative approach. The results of this
study using the maugif method, all heirs can know exactly their share in the
distribution of inheritance, and the property can be distributed according to
their wishes, by the way the child in the womb (al-kamlu) is predicted into
six conditions, namely being born dead, one son, one daughter, two sons,
two daughters, and one son and daughter. Other heirs are only entitled to
receive the smallest share first if in all these circumstances get a share,
otherwise the share is maugqufkan (suspended) until the clarity of the child in
the womb (al-hamlu) is known for sure. This maugif method is the best
alternative in resolving al-hamiu inheritance cases, especially considering
that there is no standardized rule in the compilation of Islamic law in
Indonesia.

Keywords: inheritance rights, al-hamlu (child in the womb), maugif
(deferral)

PENDAHULUAN

Al-Quran datang dengan manhaj yang sempurna bagi kehidupan manusia, menciptakan
kebahagiaan untuk manusia di dunia dan akhirat. Karakteristik hukum Islam adalah takamul
(sempurna), syumil (universal), wagqi iyyah (realistis), dan tawazun (seimbang). Tidak ada satu
pun ketentuan Allah yang tidak mengandung kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia
(Ussabry, 2020). Warisan dalam hukum Islam dianggap sebagai hal yang sangat penting karena
melibatkan segala yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal, termasuk harta dan
hak-hak materi. Karena signifikansi dari masalah ini, Allah menetapkan dengan tegas
pembagian bagian untuk semua ahli waris, tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana
diuraikan dalam surah an-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176 (Muhibbussabry., 2024).

Pembagian harta warisan dalam Islam merupakan proses yang diatur oleh hukum
syariat dengan memenuhi tiga rukun utama yang telah disepakati oleh para ulama. Pertama
adalah al-muwarris (pewaris), mengacu pada individu yang telah meninggal dunia baik secara
hakiki (fisik) maupun hukmi (dinyatakan oleh keputusan hakim), termasuk dalam konteks ini
adalah individu yang hilang dan status kematian mereka ditetapkan oleh otoritas hukum.
Kedua, al-waris (ahli waris), merujuk kepada individu yang masih hidup ketika pewaris
meninggal dan memiliki hak untuk menerima warisan, bahkan jika keberadaannya masih dalam
kandungan (al-kamlu) atau dalam status hilang. Ketiga, al-mauris (harta warisan), mencakup
harta benda yang menjadi bagian dari warisan, termasuk hak-hak yang dapat diwariskan seperti
hak perdata (gisas), hak penahanan barang yang belum diselesaikan pembayarannya, dan hak
penahanan barang gadai. Pembagian warisan hanya dapat dilaksanakan jika ketiga rukun
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tersebut terpenuhi, dan jika salah satunya tidak ada, pembagian warisan tidak dapat
dilaksanakan (Muhibbussabry, 2020 h. 18).

Ketika seorang pewaris meninggal, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ahli
waris adalah keberadaannya dianggap hidup. Hal ini berarti bahwa bahkan bayi yang masih
berada dalam kandungan memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari kerabat yang
meninggal (Mardani, 2017 h. 89). Namun demikian, hak waris yang diterima oleh janin yang
masih dalam kandungan belum dapat ditentukan dengan pasti. Hal ini disebabkan oleh
ketidakpastian mengenai kondisi bayi tersebut, termasuk apakah bayi akan lahir dengan selamat
atau tidak, jenis kelaminnya, serta apakah bayi tunggal atau kembar (Saebani, 2015 h. 340).
Apabila bayi dilahirkan dalam keadaan hidup, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris
dianggap hidup pada saat kematian pewaris. Sebaliknya, jika bayi dilahirkan dalam keadaan
meninggal, maka dianggap tidak ada sejak saat kematian pewaris (Muhibbin & Wahid, 2011 h.
132).

Meskipun teknologi ultrasonografi (USG) kini telah tersedia, dimana USG
menggunakan gelombang suara ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20 kHz yang
dipancarkan oleh transduser untuk menghasilkan gambar organ-organ dalam tubuh manusia
dengan memanfaatkan refleksi bunyi (Mappaware et al., 2020), namun demikian, hasil USG
masih memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek. Kendati teknologi ini dapat membantu
dalam mendiagnosis perkembangan janin pada setiap trimester kehamilan (Inda Nurdahniar,
2022), tingkat keakuratan dalam memprediksi jenis kelamin terkadang tidak sepenuhnya dapat
diandalkan. Selain itu, USG juga tidak mampu memprediksi dengan pasti apakah bayi yang
akan dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau meninggal, karena keputusan tersebut
berada dalam kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, dan hanya Dia yang mengetahui segala hal.

Selain masalah-masalah yang telah disebutkan di atas, ada permasalahan lain yang
timbul ketika beberapa ahli waris menginginkan pembagian harta warisan segera dilakukan
tanpa menunggu kejelasan status ahli waris yang masih dalam kandungan, terutama karena
adanya kebutuhan yang mendesak. Dalam hal ini, para ulama memberikan batasan waktu
maksimal yang bervariasi. Menurut Imam Malik, mazhab Syafi’iyyah, dan mazhab Hanabilah,
batas waktu maksimal bagi seorang perempuan hamil adalah empat tahun (Al-‘Imrani, 1421a h.
12). Namun, mazhab al-Siiri, al-Auza’i, Hanafiyyah, al-Muzanni, serta riwayat dari Imam
Ahmad menyatakan bahwa batas waktu maksimal adalah dua tahun (Amin, 1386 h. 540).
Mazhab al-Zahiriyyah berpendapat bahwa batas waktu maksimal adalah sembilan bulan (Al-
Zahiri, 1405 h. 131-132). Sementara itu, mayoritas ulama kontemporer bersama dengan
pandangan kedokteran sepakat bahwa batas waktu maksimal bagi seorang wanita hamil adalah
sepuluh bulan (Al-Bar, 1984 h. 451).

Masa tunggu yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam kasus waris al-ham/u dinilai
sebagai suatu periode yang relatif panjang, yang berpotensi menimbulkan perselisihan di antara
ahli waris lainnya. Dalam menghadapi situasi ini, demi menjaga kemaslahatan ahli waris yang
ada, penetapan ahli waris dan perhitungan pembagian harta warisan dapat dilakukan pada
waktu yang dikehendaki, sehingga seluruh ahli waris mengetahui dengan jelas berapa bagian
yang mereka peroleh dari harta peninggalan pewaris. Meskipun demikian, mereka mungkin
tidak dapat langsung memperoleh keseluruhan bagian yang telah ditetapkan tersebut karena
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beberapa ahli waris masih dalam status al-kamlu. Penyelesaian yang ditempuh dengan
menangguhkan pembagian harta inilah yang kemudian dikenal dengan metode maugiif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyelidiki tentang hak waris al-hamlu,
termasuk studi yang telah dilakukan oleh Dr David M L Tobing, dan Kartika Napitupulu dalam
penelitian yang berjudul " Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan
Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
ketentuan pembagian waris anak dalam kandungan adalah mendapatkan bagian waris
selayaknya seorang anak yang besarnya sesuai dengan porsi hak mewaris seorang anak yang
telah ditentukan dalam hukum waris Islam (Tobing & Napitupulu, 2023). Selanjutnya, riset
yang dipublikasikan oleh Salman Alfarisi, dengan judul “Hak Waris Anak Dalam Kandungan
Menurut Fikih Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
di dalam Fikih Syafi’i anak dalam kandungan merupakan ahli waris dari orang tuanya dan
kedudukannya sama dengan anak yang sudah lahir. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur
hak waris anak dalam kandungan (Alfarisi, 2020).

Tulisan yang disusun oleh Muhibuddin Zaini, yang berjudul "Kedudukan Hak Waris
Anak yang Masih Dalam Kandungan Dalam Prespektif Hukum Islam,” menyajikan hasil
penelitian yang menunjukkan pandangan hukum waris Islam terhadap kedudukan anak yang
masih dalam kandungan, dimana anak tersebut berpotensi menerima bagian dari warisan jika
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan tersebut antara lain, bahwa anak tersebut
dilahirkan dengan keadaan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat
11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176, dan surat Al-Bagarah ayat 233. Pembagian warisan
dapat dilakukan melalui tiga metode: Pertama, menunggu kelahiran bayi untuk mengetahui
jenis kelaminnya. Kedua, membagi warisan tanpa menunggu kelahiran anak untuk individual.
Ketiga, jika bayi yang lahir adalah laki-laki, maka ia tidak akan menerima bagian warisan
karena telah dibagikan sebelumnya oleh ahli waris. Namun, jika bayi yang lahir adalah
perempuan, ia akan menerima bagian 1/6 untuk melengkapi 2/3 bagian dari saudara perempuan
seayah. (Zaini, 2024).

Berikutnya, riset yang disusun oleh Akhmad Hanafi Dain Yunta, Chamdar Nur dan
Amirullah, berjudul “Hak Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syafi’i
Dan Mazhab Hanafi)”, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan hak waris anak
dalam kandungan menurut mazhab Syafi’i adalah pembagian harta warisan dalam kasus al-
haml, sebaiknya ditunda sampai janin yang ada dalam kandungan itu lahir, sehingga situasinya
menjadi jelas. Adapun mazhab Hanafi mengatakan pembagian harta warisan anak dalam
kandungan dapat dibagikan tanpa harus menunggu kelahiran si janin (Yunta et al., 2021).
Kemudian artikel yang ditulis oleh Heva Derika Mustofa, M Zuhdi Imron, dan Gibtiah berjudul
“Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi’i dan
Mazhab Hambali)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan hak harta waris bayi
dalam kandungan menurut mazhab Syafi’i, sebaiknya ditangguhkan sampai bayi tersebut lahir.
Adapun menurut mazhab Hambali mengatakan warisan dapat diberikan kepada ahli waris tanpa
harus menunggu kelahiran bayi tersebut. dengan menyisihkan bagian harta waris bayi dalam
kandungan (ditangguhkan) untuk dua orang anak laki-laki atau dua anak orang perempuan
dengan prakiraan kembar (Mustofa et al., 2023).
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Kemudian artikel yang ditulis oleh Rinrin Warisni Pribadi, dengan judul “Tinjauan
Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan”.
Temuan dari penelitian ini adalah hak waris anak dalam kandungan, di dalam hukum perdata
diatur secara jelas, berbeda dengan hak waris di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak
diatur secara eksplisit (Pribadi, 2022). Berikutnya, penelitian olen Akhmad Hanafi Dain Yunta,
Chamdar Nur, dan Amirullah berjudul “Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam
Kandungan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata” menunjukkan perbedaan pendekatan
antara hukum Islam dan KUH Perdata terkait kedudukan warisan bagi ahli waris dalam
kandungan. Hukum Islam memberi hak warisan kepada ahli waris dalam kandungan jika lahir
hidup, tetapi tidak jika lahir mati. Namun, KUH Perdata memberi hak warisan kepada ahli
waris dalam kandungan jika lahir hidup dan dianggap cakap untuk mewarisi, tetapi tidak jika
lahir mati. (Sanafiah, 2022).

Penelitian ini menyoroti persamaan dan perbedaan penting terkait pemahaman konsep
al-hamlu dalam hukum waris Islam. Meskipun ada kesamaan dalam pengertian konsep dan
bagian yang diterima oleh al-hamiu, perbedaannya terletak pada penelusuran metode maugif
dalam menentukan bagian waris al-hamlu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga
pertanyaan utama: 1. Bagaiman konsep al-hamiu dalam kewarisan Islam?, 2. Apa pendapat
ulama dari berbagai mazhab tentang hak waris al-kamlu?, dan 3. Bagaimana penerapan metode
maugif dalam menyelesaikan perhitungan bagian waris al-zamiu?.

Studi ini memberikan manfaat penting dalam memahami konsep al-Zamlu dan
pandangan ulama dari berbagai mazhab, serta menyediakan panduan bagi penyelesaian kasus
waris al-hamlu dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu,
penelitian ini berpotensi menjadi dasar pertimbangan untuk penyempurnaan hukum Islam di
Indonesia, terutama terkait penambahan pasal khusus mengenai waris al-zamlu. Harapannya,
tindakan ini akan menghasilkan konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan Agama, yang
pada gilirannya akan menjamin keadilan dan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Sehingga, peneliti merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai hak waris
al-hamlu dan penerapan metode maugiif dalam penyelesaiannya.

PERMASALAHAN

Menganalisis berdasarkan pendahuluan yang telah di paparkan maka penulis akan
memaparkan fokus mengenai dua permasalahan yaitu pertama, bagaimana mekanisme
pembagian harta waris terdapat ahli waris al-hamlu (Anak Dalam Kandungan) dan kedua,
Bagaimana metode maugif dalam penyelesaian kasus waris al-hamlu (Anak Dalam
Kandungan).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, dimulai dengan
penjelasan tentang konsep al-hamiu (anak dalam kandungan), syarat-syarat al-hamlu dapat
mewarisi, mekanisme pembagian harta waris terdapat ahli waris al-khamlu, keadaan-keadaan
ahli waris al-hamlu dan metode maugif dalam penyelesaian kasus waris al-fhamlu. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian
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yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan
perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini
melibatkan analisis yang diungkapkan dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, bukan dalam
bentuk angka-angka. Hasil evaluasi dan diskusi dari penelitian ini kemudian disusun dalam
format laporan penelitian yang komprehensif, terperinci, jelas, dan terstruktur. Pendekatan
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, di mana pemahaman dan
penalaran berlangsung secara bertahap, dimulai dari data atau peristiwa khusus yang kemudian
ditarik kesimpulan secara umum dengan saling melengkapi (Sukandarrumidi, 2008).
Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang hak waris al-
hamlu (anak dalam kandungan) dan penyelesaiannya dengan metode maugif (penangguhan).

PEMBAHASAN

Pengertian dan Syarat al-Hamlu (Anak Dalam Kandungan) Dapat Mewarisi
Secara etimologis, al-haml merujuk kepada apa yang ada di dalam rahim perempuan

yang sedang mengandung pada segala jenis makhluk. Dalam bentuk jamak, kata tersebut dapat
disebut sebagai himalun atau ahmalun, yang mengacu pada sesuatu yang terdapat di dalam
rahim perempuan yang sedang mengandung. Dalam tradisi Arab, seorang perempuan bisa
disebut hubla ketika dia sedang hamil dan membawa beban. Jika seorang perempuan membawa
beban di punggung atau di atas kepalanya, ia disebut hamilah (Al-Ifriqi, 1419 h. 331-332).
Sementara itu, al-kamlu dalam terminologi merujuk kepada sesuatu yang ada di dalam rahim
perempuan yang sedang hamil, yang memiliki konsekuensi terkait mendapat bagian warisan
atau tidak, atau berdampak pada ahli waris lain dalam segala situasi atau sebagiannya saja (Al-
Bahiiti, 1403 h. 461). Para ahli fikih memberikan beragam definisi tentang makna al-hamlu,
yang pada dasarnya memiliki substansi yang sama, sebagaimana yang dijelaskan dalam
pandangan mazhab-mazhab berikut ini:

1. Menurut Mazhab Hanafiyah, konsep al-hamlu adalah apa yang berada di dalam rahim
seorang perempuan yang sedang hamil dan akan dianggap sebagai janin ketika telah
mencapai tahap 'alagah. Tahap 'alagah ini merujuk pada embrio yang mulai terbentuk
sebagai gumpalan daging atau segumpal darah pada tahap awal perkembangannya. Pada
tahap ini, embrio mulai membentuk ciri-ciri khas manusia, seperti jari dan kuku (Al-
Sarakhsi, 1324 h. 26).

2. Menurut Mazhab Malikiyah, konsep al-kamlu adalah apa yang berada di dalam rahim
seorang perempuan yang sedang hamil. Untuk dianggap sebagai janin, tidak hanya
cukup pada tahap mudgah, yaitu embrio yang telah mengalami proses pembelahan
setelah pembuahan terjadi, tetapi juga harus mencapai tahap 'alagah. Tahap ‘alagah ini
merujuk pada embrio yang terbentuk sebagai gumpalan daging atau segumpal darah
pada tahap awal perkembangannya. Selain itu, al-hZamlu juga bisa dianggap sebagai
janin jika perempuan yang hamil meyakini bahwa apa yang ada dalam kandungannya
itu adalah anak, meskipun belum tampak bentuk jari, mata, dan ciri-ciri fisik lainnya
(Al-Dastiqi, 1417 h. 227).

3. Menurut Mazhab Syafi'iyah, konsep al-hamiu merujuk pada apa yang berada dalam
rahim seorang perempuan yang sedang mengandung. Untuk dianggap sebagai janin,
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pentingnya adanya perkembangan yang signifikan antara tahap mudgah, yaitu embrio

yang telah mengalami proses pembelahan setelah pembuahan terjadi, dan tahap ‘alagah,

yang merujuk pada embrio yang terbentuk sebagai gumpalan daging atau segumpal
darah pada tahap awal perkembangannya. Pada tahap ini, embrio mulai membentuk ciri-

ciri khas manusia seperti jari, kuku, mata, dan ciri-ciri fisik lainnya (Al-Mawardi, 1994

h. 385).

4. Menurut Mazhab Hanabilah, konsep al-hamlu mengacu pada kandungan yang ada
dalam rahim seorang perempuan yang sedang hamil. Agar dianggap sebagai janin,
diperlukan bahwa embrio telah mengalami proses pembelahan dan pembentukan awal
di dalam rahim, yang disebut mudgah. Proses ini termasuk pembentukan bagian-bagian
tubuh seperti kepala, tangan, atau kaki, setidaknya selama dua setengah bulan (Al-
Hanbali, 1410 h. 231).

Dengan demikian, al-kamlu merujuk pada apa yang berada dalam rahim seorang
perempuan yang sedang mengandung. Meskipun terdapat variasi dalam penentuan status janin
di antara berbagai mazhab, namun semuanya menekankan pentingnya memperhatikan tahapan-
tahapan perkembangan embrio sebagai kriteria utama dalam menentukan status janin dalam
hukum Islam.

Tidak semua anak yang statusnya masih berada dalam kandungan ibu dapat menerima
harta warisan dari peninggalan pewaris. Anak yang masih dalam kandungan hanya akan
memperoleh bagian dari warisan jika telah memenubhi tiga syarat berikut ini:

1. Ketika seorang pewaris meninggal, keberadaan anak yang masih berada dalam kandungan
seorang ibu dapat dipastikan, meskipun masih dalam bentuk embrio. Untuk memenuhi
syarat pertama tersebut, anak yang ada dalam kandungan seorang ibu tidak boleh
terlewatkan dalam tiga keadaan, yaitu:

Pertama, Anak yang berada dalam kandungan seorang ibu haruslah dilahirkan dalam
keadaan hidup, setelah berakhirnya periode minimal waktu yang ditetapkan semenjak
meninggalnya pewaris. (Al-Hanbali, 1410 h. 179-180). Dalam hal ini para ulama sepakat
bahwa waktu minimal seorang mengandung adalah enam bulan, sebagaimana firman Allah
dalam surah al-Bagarah ayat 233:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi
yang ingin menyempurnakan penyusuan.”, dan dalam surah al-Ahqaf ayat 15: “Kami
perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya,
ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah
(pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang mengandung sampai menyapihnya selama

tiga puluh bulan, yaitu dua tahun enam bulan. Sementara masa menyusui adalah dua tahun
penuh, maka tersisa enam bulan yang merupakan masa paling minimal untuk seorang yang
mengandung. Sepakat para Fugaha bahwa perempuan tidak melahirkan pada masa yang
lebih cepat dari enam bulan kecuali karena musibah seperti terjatuh yang menghendaki
untuk segera dilahirkan anak yang ada dalam kandugan tersebut (Al-‘Imrani, 1421a h. 11).

Kedua, anak yang masih dalam kandungan seorang ibu haruslah dilahirkan dalam keadaan
hidup, sebelum berakhirnya waktu maksimal yang telah ditetapkan semenjak meninggalnya
pewaris. Jika anak tersebut dilahirkan setelah periode waktu maksimal ini, maka ia tidak
memiliki hak atas warisan. Kondisi ini menandakan bahwa anak tersebut merupakan hasil
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dari pernikahan sang ibu dengan laki-laki lain (Al-Hanbali, 1410 h. 180). Kemudian

terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai batasan waktu maksimal

bagi seseorang yang hamil. Beberapa pandangan dari para ulama mengenai hal ini adalah
sebagai berikut:

1. Pendapat dari Qurtubi, Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,
Muhammad bin ‘USaimin, ‘Abdul Aziz bin Baz, serta ulama kontemporer, adalah
bahwa tidak ada batasan waktu tertentu yang ditetapkan bagi seorang wanita yang
sedang hamil. Menurut pandangan mereka, hal ini sangat bergantung pada kondisi
individu masing-masing, di mana setiap perempuan yang sedang hamil lebih memahami
keadaannya sendiri (Al-Jundi, 1414 h. 367).

2. Pendapat sebagian ulama salaf, termasuk di antaranya Ibnu Syihab al-Zuhri, Rab1’ah al-
Ra’yi, serta beberapa pemuka mazhab Malikiyyah, waktu maksimal bagi seorang
wanita yang hamil adalah tujuh tahun (Al-Mawardi, 1994 h. 205).

3. Pendapat salah satu riwayat dari Imam Malik yang juga menjadi pandangan mazhab
Malikiyyah, batas waktu maksimal bagi seorang wanita yang hamil adalah lima tahun
(Rusyd, 1415 h.110).

4. Pendapat dari al-Laisi bin Sa’ad adalah bahwa batas waktu maksimal bagi seorang
wanita yang sedang hamil adalah tiga tahun (Al-Hanbali, 1410 h. 233).

Alasan yang menjadi dasar bagi keempat pendapat tersebut adalah karena mereka
mendengar adanya kasus-kasus di mana seorang wanita mengalami masa kehamilan
hingga mencapai waktu yang telah mereka sebutkan sebelumnya. Al-Laisi bin Sa’id,
sebagai contohnya, mengetahui bahwa seorang hamba sahaya dari Umar bin ‘Abdullah
mengandung selama tiga tahun, dan dari kasus tersebut, ia menyimpulkan bahwa tiga
tahun merupakan batas maksimum bagi masa kehamilan bagi seorang wanita (Al-
Khatib, 1420 h. 101).

5. Pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, mazhab Syafi’iyyah, dan mazhab Hanabilah
adalah bahwa batas waktu maksimal bagi seorang perempuan yang hamil adalah empat
tahun (Al-‘Imrani, 1421a h. 12).

Alasannya, dalam teks-teks keagamaan (nas), tidak secara khusus disebutkan
batasan waktu maksimal bagi perempuan yang hamil. Untuk mengetahui batasan waktu
paling lama tersebut, para ulama mengamati praktik yang umum ( ‘uruf) serta kasus-
kasus yang ada. Dari penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa kebanyakan kasus
mengindikasikan bahwa batas waktu maksimal adalah empat tahun (Al-‘Imrani, 1421a
h. 12).

6. Pandangan yang dianut oleh mazhab al-Siiri, al-Auza’1, Hanafiyyah, al-Muzanni, serta
riwayat dari Imam Ahmad, adalah bahwa waktu maksimal bagi seorang wanita yang
sedang hamil adalah dua tahun (Amin, 1386 h. 540).

7. Pendapat yang dipegang oleh mazhab al-Zahiriyyah menyatakan bahwa batas waktu
maksimal bagi seorang wanita yang hamil adalah sembilan bulan, tidak boleh lebih dari
itu. Alasan di balik pendapat mazhab al-Zahiriyyah adalah penafsiran terhadap Surah
Al-Bagarah ayat 233 dan Surah Al-Ahgaf ayat 15, menurut pandangan Ibnu Hazm al-
Zahiri. Dalam penafsiran ini, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang hamil
melebihi waktu sembilan bulan, dan juga tidak boleh kurang dari enam bulan. lbnu
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Hazm menegaskan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa seorang wanita bisa hamil
hingga tiga puluh bulan adalah tidak benar dan mustahil, karena bertentangan dengan
penjelasan yang jelas dalam Al-Quran (Al-Zahiri, 1405 h. 131-132).

8. Mayoritas ulama kontemporer bersama dengan pandangan kedokteran menyatakan
bahwa batas waktu maksimal bagi seorang wanita yang hamil adalah sepuluh bulan (Al-
Bar, 1984 h. 451).

Alasan di balik pendapat terakhir ini telah ditegaskan oleh banyak dokter spesialis
kandungan, yang menyatakan bahwa masa normal kehamilan seorang wanita adalah
280 hari. Perhitungan dimulai dari hari terakhir menstruasi dan kehamilan biasanya
dimulai sekitar 14 hari setelahnya. Oleh karena itu, masa sebenarnya bagi seorang
perempuan yang hamil adalah sekitar 266 hari (280-14= 266). Pendapat ini lebih sesuai
untuk digunakan pada masa sekarang karena didasarkan pada hasil penelitian ilmiah
oleh para ahli kandungan (Al-Bar, 1984 h. 452).

Ketiga, jika seorang perempuan hamil melahirkan anaknya setelah enam bulan dari

kematian pewaris, namun sebelum berakhirnya masa maksimal kehamilan menurut

pendapat mayoritas yaitu empat tahun. Apabila perempuan tersebut telah menikah lagi,
maka anak yang lahir tersebut tidak berhak menerima bagian warisan dari pewaris. Hal ini
disebabkan oleh fakta bahwa keberadaannya belum terjadi pada saat kematian pewaris, dan
juga mengingat bahwa telah terjadi hubungan badan dengan suami barunya sejak kematian
pewaris. Namun, jika selama periode tersebut perempuan yang hamil tidak menikah lagi,
maka anak yang masih dalam kandungannya berhak menerima bagian warisan dari pewaris.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberadaan anak tersebut telah ada sejak saat kematian

pewaris (Al-Ghamidi, 2007 h. 459).

2. Anak yang dilahirkan tersebut dalam keadaan hidup. Sebagaimana Rasul bersabda:
Al oy &5 gall Jeti 13
“Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian
meninggal) maka hendaklah dishalati dan berhak mendapat warisan” (Abadi,

1415 h. 95).
Menurut para ulama, istilah "iszihlal" (melahirkan) dalam konteks ini merujuk pada

keluarnya bayi dari rahim ibunya dalam keadaan hidup. Hal ini dapat dikenali dari tanda-
tanda kehidupan seperti gerakan yang berlangsung lama, bersin, menguap, menyusu,
bernafas yang berlangsung lama, dan tanda-tanda lain yang menunjukkan keberlangsungan
kehidupan. Sebaliknya, gerakan yang hanya sebentar seperti gerakan binatang yang
disembelih, tidak dianggap sebagai indikasi bahwa bayi tersebut hidup (Amin, 1386 h.
800).

3. Adanya sebab yang menunjukkan saling mewarisi antara bayi dalam kadungan dengan
pewaris dan tidak melakukan sebuah perbuatan yang bisa menjadi penghalang untuk saling
mewarisi (Al-Ghamidi, 2007 h. 461).

Mekanisme Pembagian Harta Waris Terdapat Ahli Waris al-Hamlu (Anak Dalam
Kandungan).
Jika pewaris meninggal dunia, sementara ada di antara ahli waris yang sedang hamil,

dimana anak yang akan dilahirkan bisa mendapatkan warisan bersama-sama ahli waris yang
ada atau terhijab oleh sebagian ahli waris. Apabila ahli waris yang lain sepakat untuk
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menunggu tidak membagikan dulu harta warisan sampai bayi tersebut dilahirkan dan jelas
keadannya, itu adalah sangat baik, karena bisa keluar dari prediksi yang salah dan kehati-hatian
terhadap bagian bayi yang masih dalam kandungan, serta pembagiannya juga dilakukan sekali
saja (Al-Bahuti, 1403 h. 461).

Namun, apabila sebagian atau seluruh ahli waris meminta agar dipercepat proses

pembagian harta warisan, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait bolehnya
membagi harta warisan bagi ahli waris sementara ada diataranya yang belum diketahui secara
pasti statusnya, diantara pendapat-pendapat yang masyhur adalah sebagai berikut:

1.

10

Pendapat yang dianut oleh Mazhab Malikiyyah dan Syafi’iyyah menegaskan bahwa ahli
waris tidak diperkenankan untuk membagi harta warisan sebelum kelahiran dan jelasnya
status ahli waris yang sedang hamil. Hal ini disebabkan karena pembagian warisan sebelum
waktu tersebut dianggap masih terlalu dini dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang
terlibat dalam warisan. Kondisi yang belum jelas seperti ini bisa mengakibatkan berbagai
ketidakpastian, di mana anak yang lahir mungkin tidak mendapatkan bagian warisan, atau
bahkan bisa ada perbedaan dalam jumlah anak laki-laki dan perempuan, serta kemungkinan
adanya anak tunggal atau banyak. Oleh karena itu, disarankan untuk menunggu hingga
kelahiran dan kejelasan status ahli waris yang sedang hamil, sehingga pembagian warisan
dapat dilakukan sekali saja dengan mempertimbangkan semua pihak yang berhak menerima
bagian warisan. (Al-Maliki, 1415 h. 459).

Pendapat yang dipegang oleh Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa
tidaklah wajib bagi ahli waris untuk menunggu sampai bayi tersebut dilahirkan, karena hal
itu dapat memberatkan mereka. Namun, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan
penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan kemungkinan bagian yang akan diterima
oleh bayi tersebut. Bagian untuk bayi tersebut kemudian ditangguhkan hingga keadaannya
menjadi jelas, sehingga segala keragu-raguan dapat terhapuskan (Amin, 1386 h. 800).
Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika kelahiran bayi tersebut tidak terlalu
lama lagi, maka bijaksanalah untuk menunggu hingga bayi dilahirkan. Tindakan ini diambil
karena tidak ada kerugian yang timbul bagi ahli waris lainnya dalam menunggu proses
kelahiran bayi tersebut. Selain itu, pembagian harta warisan hanya perlu dilakukan sekali
saja. Namun, jika perkiraan waktu kelahiran bayi terlalu lama, maka harta warisan dapat
dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan perkiraan bagian yang mungkin diterimanya.
Bagian untuk bayi tersebut kemudian akan ditahan hingga kejelasan statusnya terungkap
(Al-Jalidi, 1410 h. 158).

Kesimpulan dari pendapat ketiga ini sangat bijaksana karena memperhatikan
kepentingan kedua kelompok, baik ahli waris yang sudah ada maupun yang akan datang
(bayi yang belum lahir). Apabila perkiraan masa kelahiran bayi tersebut tidak terlalu lama
lagi, disarankan untuk menunggu hingga bayi dilahirkan. Namun, jika perkiraan waktu
kelahiran masih cukup lama, pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan membagikan
bagian terkecil kepada ahli waris yang sudah ada, dengan mempertimbangkan beberapa
kemungkinan perkiraan yang ada. Pendekatan ini menggambarkan keseimbangan antara
kehati-hatian terhadap keadaan bayi yang belum lahir dan kebutuhan ahli waris yang sudah
ada untuk mendapatkan bagian dari warisan.
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Keadaan-keadaan Ahli waris al-Hamlu (Anak Dalam Kandungan)

Bayi dalam kandungan dalam masalah waris, dihadapkan dengan berbagai macam
keadaan, boleh jadi bayi tersebut bisa menghijab ahli waris yang ada secara hijab hirman
(terhalang total), atau tehijab (terhalang) oleh ahli waris lain, atau mendapatkan bagian dalam
satu keadaan dan tidak dapat dari keadaan lain, Hal ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:
1. Anak dalam kandungan, tidak dapat mewarisi dalam keadaan apapun, baik anak tersebut

laki-laki atau perempuan (Al-Azhar, 2010 h. 327). Contohnya, seseorang meninggal dunia
dan meninggalkan ahli waris Istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris.
Harta yang ditinggalkan 600 juta. Berapakah bagian mereka masisng-masing!

Penyelesaian, dalam kasus ini, jika anak dalam kandungan itu laki-laki, maka menjadi
saudara laki-laki seibu, dan jika anak tersebut perempuan, menjadi saudara perempuan
seibu. Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu tidak bisa mendapatkan
warisan, karena terhijab hirman (terhalang total) oleh ayah pewaris. Oleh karena itu, tidak
ada pembagian warisan yang ditangguhkan untuk bayi yang ada dalam kandungan. Dengan
demikian, pembagian warisannya sebagai berikut:

Ahli Waris Bagian 12
Istri 1/4 3
lbu 1/3 4
Ayah ‘asabah 5

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

=600 juta:12 =50 juta.
Bagian istri = 3x50 juta =150 juta
Bagian ibu = 4x50 juta =200 juta
Bagian ayah = 5x50 juta =250 juta
Jumlah 600 juta

2. Anak dalam kandungan akan mendapatkan warisan dari salah satu diantara dua keadaan

baik laki-laki atau perempuan dan tidak mendapatkan dari keadaan lain (Al-Azhar, 2010 h.
328). Contohnya, Seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris istri, paman
kandung dan istri saudara kandung (ipar perempuan) yang sedang hamil. Harta yang
ditinggalkan adalah 64 juta. Berapakah bagian mereka masisng-masing!
Penyelesaian, dalam kasus ini, jika anak dalam kandungan laki-laki, maka akan menjadi
anak laki-laki dari saudara kandung, jika anak tersebut perempuan, menjadi anak
perempuan dari saudara kandung, dimana anak perempuan dari saudara kandung
merupakan zawil arham (tidak mendapat warisan selama masih ada dalam suatu kasus
ashabul furiid dan ‘asabah). Dengan demikian, yang mendapat warisan dari anak yang akan
dilahirkan adalah anak laki-laki saudara kandung. Pembagian warisnya adalah sebagai
berikut.

Ahli Waris Bagian 4
Istri 1/4 1
Anak laki-laki Sdr.Kandung ‘asabah 3
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Paman Terhijab X

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

=64 juta:4 =16 juta.
Bagian istri = 1x16 juta =16 juta
Bagian Anak Lk. Sdr. Kndg = 3x16 juta =48 juta
Jumlah 64 juta

Anak dalam kandungan merupakan Ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun
terhijab hak warisnya karena adanya janin (Al-Azhar, 2010 h. 328). Contohnya, Seseorang
meninggal dunia, dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (Istri anak
laki-laki hamil) dan saudara laki-laki seibu. Harta yang ditinggalkan adalah 200 juta.
Berapakah bagian mereka masisng-masing!

Penyelesaian, dalam kasus ini, jika anak dalam kandungan laki-laki, maka akan menjadi
cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan jika perempuan, menjadi cucu perempuan dari anak
laki-laki. Oleh karena itu, dalam dua keadaan tersebut kedua-duanya mendapat warisan.
Bahkan, menghijab ahli waris lain. Pembagian warisnya di bawah ini.

» Jika yang dilahirkan laki-laki

Ahli Waris Bagian 1
Cucu Lk. ‘asabah 1
Saudara Lk. Seibu Terhijab X
» Jika yang dilahirkan perempuan
Ahli Waris Bagian 2 1
Cucu Pr. 1/2 1 1
Saudara Lk. Seibu Terhijab X X

Kadar satu bagian = harta:asal masalah

=200 juta:1 = 200 juta.
Bagian Cucu Lk. = 1x200 juta =200 juta

Begitu juga dengan bagian cucu perempuan;
Bagian Cucu Pr. = 1x200 juta =200 juta

Jika lahir cucu laki-laki mengambil seluruh harta waris 200 juta, begitu juga jika

sekiranya dilahirkan cucu perempuan juga mendapatkan seluruh harta peninggalan 200 juta
secara fard (bagian tetap) dan rad (pengembalian).
Anak dalam kandungan akan mendapatkan warisan dalam segala keadaan yang bagiannya
tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan (Al-Azhar, 2010 h. 329). Contohnya,
Sesorang meninggal, meninggalkan ahli waris saudara laki-laki kandung, saudara
perempuan kandung dan ibu hamil dari ayah lain (ayah tiri pewaris). Harta yang
ditinggalkan 54 juta. Berapakah bagian mereka masisng-masing!
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Penyelesaian, dalam kasus ini, jika dilahirkan anak laki-laki, maka merupakan saudara laki-
laki seibu, dan jika perempuan, merupakan saudara perempuan seibu. Mereka mendapatkan
bagian dalam dua keadaan dimana bagian mereka sama. Pembagian warisannya.

6/18 63/18 18
Keadaan Saudara Lk. Seibu Saudara Pr. Seibu Gabungan
, Saudara Lk. Saudara Pr.
Juzu’ saham 1 1 Seibu Seibu
Hamil 1/6 1 3 1/6 1] 3 3 3
Saudara kandung Lk. 10 10
‘Asabah | 5 | 15 | ‘Asabah | 5 | 15 15 15
Saudara kandung Pr. 5 5

Keterangan: bagian yang ditangguhkan adalah 3 saham. Sementara saudara laki-laki
kandung dan saudara perempuan kandung mendapatkan 15 bagian. Untuk saudara laki-laki
kandung dapat 10 bagian, dan saudara perempuan kandung dapat 5 bagian.

Kadar satu bagian = harta : asal masalah

=54 juta:18 =3 juta.

Bagian Saudara Lk. Kandung = 10x3 juta = 30 juta

Bagian Saudara Pr. Kandung = 5x3 juta = 15 juta

Anak dalam kandungan akan mendapatkan warisan dalam segala keadaan baik laki-laki
atau perempuan, dimana bagian laki-laki lebih besar dari perempuan (Al-Azhar, 2010 h.
329). Contohnya, Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Istri yang
sedang hamil, ibu dan saudara laki-laki kandung. Harta yang ditinggalkan 120 juta.
Berapakah bagian mereka masisng-masing!

Penyelesaiannya, dari kasus ini, jika anak dalam kandungan laki-laki, maka merupakan
anak laki-laki, dan jika perempuan berarti anak perempuan, keduanya bisa mendapatkan
warisan dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan.

24 24 24
Keadaan Anak Lk. Anak Pr. Gabungan
Juzu’ saham 1 1 Anak Lk. Anak Pr.
Hamil ‘Asabah 17 1/2 12 17 12
Istri 1/8 3 1/8 3 3 3
Ibu 1/6 4 1/6 4 4 4
Saudara Lk.Kandung Terhijab X ‘Asabah 5 X 5

Keterangan: bagian yang ditangguhkan adalah 17.
Anak yang hamil jika dilahirkan laki-laki, mengambil seluruh bagian yang ditangguhkan
yaitu 17 bagian, dan saudara laki-laki kandung terhijab olehnya. Sedangkan, jika yang
dilahirkan perempuan mendapat 12 bagian, sedangkan 5 bagian lagi diberikan untuk
saudara laki-laki kandung.

Kadar satu bagian = harta :a sal masalah

=120 juta: 24 =5 juta.
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Bagian istri = 3x5 juta =15 juta
Bagian ibu = 4x5 juta =20 juta
Harta yang ditangguhkan adalah 17x5 juta = 85 juta.

Metode Maugiif Dalam Penyelesaian Kasus Waris al-Hamlu (Anak Dalam Kandungan)
Ketika sebagian atau bahkan seluruh ahli waris mendesak untuk mempercepat

pembagian harta warisan, yang melibatkan ahli waris hamil tanpa menunggu kepastian
kelahiran anak, permintaan ini seringkali muncul karena tuntutan kebutuhan yang dihadapi oleh
para ahli waris. Mereka mungkin terjebak dalam kesulitan finansial atau dihadapkan pada
kebutuhan mendesak lainnya yang memotivasi mereka untuk segera mendapatkan bagian
warisan. Meskipun demikian, dalam situasi seperti ini, penting untuk menyadari bahwa
keputusan untuk mempercepat pembagian harta warisan dapat menimbulkan konsekuensi yang
kompleks dan berpotensi menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah
pendekatan yang cermat dan bijaksana untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan
menggunakan metode maugqiif.

Metode maugqif adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam hukum waris Islam,
muncul sebagai solusi untuk mengatasi ketidakpastian terkait pembagian harta warisan. Metode
ini memungkinkan untuk menentukan bagian-bagian yang akan diterima oleh seluruh ahli waris
tanpa harus menunda proses pembagian warisan untuk jangka waktu yang lama, terutama jika
terdapat ahli waris yang statusnya masih belum jelas, seperti dalam kasus al-zamlu (anak dalam
kandungan). Dengan demikian, metode maugiif memberikan kerangka kerja yang efisien dan
adil dalam menangani situasi kompleks terkait warisan, sambil memastikan bahwa hak-hak
semua pihak terpenuhi dengan baik. (Muhibbussabry, 2024).

Dalam penyelesaian kasus warisan yang memerlukan pembagian segera, penting untuk
memperhitungkan penggunaan metode maugaf dengan cermat. Hal ini tidak hanya
mempertimbangkan urgensi pembagian, tetapi juga melibatkan perhitungan jumlah anak yang
diperkirakan akan dilahirkan nanti, sehingga pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan
tepat dan adil. Menghadapi situasi ini, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai
perkiraan jumlah anak yang akan dilahirkan, yang akan mempengaruhi penentuan bagian yang
perlu ditangguhkan. Oleh karena itu, pendapat ulama ini terbagi menjadi beberapa perspektif
yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Pendapat yang dipegang oleh Mazhab Syafi'iyyah menekankan bahwa sulit untuk
memprediksi dengan pasti berapa jumlah bayi yang akan dilahirkan, mengingat beberapa
kasus di mana seorang perempuan melahirkan empat, lima, enam, atau bahkan tujuh orang
bayi dalam satu kehamilan. Oleh karena itu, dalam hal ini, disarankan untuk memilih
jumlah terbesar yang mungkin mempengaruhi bagian dari ahli waris yang sudah ada (Asy-
Syansyuri, 1422 h. 153).

2. Pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyyah, dan juga
Syafi'i, mengindikasikan bahwa dapat diprediksikan akan lahir empat anak. Oleh karena itu,
disarankan untuk menangguhkan bagian untuk empat anak laki-laki atau empat anak
perempuan, mengingat ini merupakan situasi yang umum terjadi dan kemungkinan jumlah
terbesar yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan. Sementara itu, ahli waris yang
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lainnya dianjurkan untuk mengambil bagian terkecil dari kemungkinan jumlah anak yang
akan dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan (Al-Makki, 1421 h. 237).

3. Pendapat yang diungkapkan oleh al-Lais bin Sa’ad dan Abu Yusuf dari Mazhab Hanafiyyah
menyatakan bahwa kemungkinan akan lahir satu anak. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa
mayoritas kelahiran mengikuti pola ini, sedangkan kelahiran lebih dari satu anak sangat
jarang terjadi. Oleh karena itu, disarankan untuk menangguhkan bagian untuk satu anak
yang akan dilahirkan, sementara ahli waris lainnya dapat mengambil bagian mereka
masing-masing (Amin, 1386 h. 800)

4. Mazhab Hanabilah, bahwa anak yang akan dilahirkan diprediksikan dua orang, baik dua
orang laki-laki atau dua orang perempuan, maka pembagian harta harus ditangguhkan
sejumlah bagian dua orang anak, karena kebanyakan anak yang dilahrikan jika kembar
adalah dua orang, lebih dari itu jarang sekali terjadi (Al-Bahiti, 1403 h. 462).

Dari beragam pendapat ulama yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa
mayoritas kasus perempuan yang sedang hamil, saat melahirkan anak, umumnya hanya
melahirkan satu orang atau dua orang anak kembar. Sementara itu, kelahiran lebih dari dua
anak sangatlah jarang terjadi. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat dari
kelompok mazhab Hanafiyah dan Hanabilah dapat dikompromikan, berdasarkan jumlah anak
yang akan dilahirkan. Dengan demikian, dalam penyelesaian kasus ahli waris hamil, meskipun
teknologi Ultrasonografi (USG) dapat memberikan gambaran tentang status kelamin anak
dalam kandungan, keakuratan dan keterbatasannya dalam memprediksi kelahiran hidup atau
meninggal menjadi pertimbangan utama, karena yang menentukan hidup atau matinya
seseorang adalah Allah Swt.

Sehingga ada kemungkinan anak yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dan dalam
keadaan hidup. Jika dilahirkan meninggal maka tidak mendapatkan harta warisan orang tuanya,
jika dalam keadaan hidup, maka boleh jadi dilahirkan satu orang anak laki-laki saja, atau satu
orang anak perempuan saja, atau dua orang anak laki-laki, atau dua orang anak perempuan,
atau anak laki-laki dan anak perempuan. Inilah enam kemungkinan perkiraan yang akan terjadi
dalam kasus kewarisan al-hamlu (anak dalam kandungan). Adapun lebih dari enam keadaan ini
merupakan kasus yang jarang sekali terjadi, dan memiliki hukum tersendiri yang tidak perlu
kepada penetapan (Al-‘Imrani, 1421 h. 79-80). Dari enam kemungkinan ini nantinya akan
diketahui keadaan setiap ahli waris lain yang bersama dengan anak dalam kandungan. Jika
mendapatkan warisan dalam setiap keadaan maka diberikah bagian penuh untuknya, jika
mendapatkan bagian tidak tetap (berubah-ubah), maka diberikan bagian paling kecil, dan begitu
juga jika ada ahli waris pada satu keadaan mendapatkan bagian tapi kedaan lain tidak, maka
bagiannya ditangguhkan terlebih dahulu sampai anak yang ada dalam kandungan tersebut
dilahirkan dan jelas keadaannya. Berikut adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
penyelesaian kasus waris al-hamlu (anak dalam kandungan), dengan menggunakan enam
prediksi kemungkinan anak yang akan dilahirkan:

1. Memberi bagian warisan kepada al-zamiu (anak dalam kandungan) dalam enam keadaan,
yakni ketika al-zamlu (anak dalam kandungan) dilahirkan meninggal, satu orang anak laki-
laki, satu orang anak perempuan, dua orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, dan
anak laki-laki dan anak perempuan.
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2. Menetapkan kelipatan persekutuan terkecil (KPK)/asal masalah pada enam keadaan
tersebut dan membagi dengan bagian-bagian ahli waris yang ada, jika perlu tashih maka
ditashih (membulatkan).

3. Membandingkan di antara asal masalah yang ada dari enam keadaan dengan menggunakan
pola empat yaitu tadakhul, tamasul, tawafuq atau tabayun, guna untuk menetapkan satu
asal masalah/KPK (kelipatan persetukuan terkecil) baru, yang bisa membagi seluruh asal
masalah dari enam keadaan tersebut.

4. Asal masalah/KPK baru tadi dibagikan dengan seluruh asal masalah yang ada dalam enam
keadan tersebut untuk mendapatkan juzu’ saham (bagian saham).

5. Kalikan juzu’ saham (bagian saham) dengan setiap bagian ahli waris yang ada dari enam
keadaan, dan hasilnya adalah bagian (saham) mereka setelah digabungkan.

6. Bandingskan seluruh bagian yang diterima oleh al-hamlu (anak dalam kandungan) dengan
ahli waris lainnya dalam enam situasi tersebut. Jika seseorang menerima warisan dari
semua situasi dan proporsi mereka tetap sama, maka alokasikan bagian tersebut kepada
mereka. Jika proporsi seseorang lebih kecil dalam satu situasi daripada situasi lainnya,
berikan bagian terkecil kepada mereka. Jika seseorang hanya menerima bagian dalam satu
situasi dan tidak dalam situasi lainnya, maka mereka tidak akan diberikan bagian terlebih
dahulu.

7. Jumlahkan total bagian yang telah diberikan kepada al-hamlu (anak dalam kandungan) dan
ahli waris lainnya, dan sisanya ditunda untuk sementara waktu, hingga keadaan al-hamlu
(anak dalam kandungan) jelas. Jika al-hamlu (anak dalam kandungan) memiliki hak untuk
mendapatkan tambahan, berikan kepada mereka; namun, jika tidak, kembalikan kepada ahli
waris lain (Al-Ghamidi, 2007 h. 469-470).

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri hamil, saudara
laki-laki kandung. Jika harta yang ditinggalkan adalah 912 juta. Berapa bagian seluruh ahli
waris dalam masalah ini.

Tabel 1. Penyelesaian kasus al-zamlu dengan enam perkiraan keadaan

4 8 8 8<2/16 24 8</24
Istri 1/4 1 18 | 1 1/8 1118|112 1/8 3|18 |1| 3
Saudara
Lk Kandung A 3 H X A 3 H X A 5 H | x| X
Hamil X X A |7 172 4 | A |7 |14 2/3 16| A |7]21
LK. Pr. 2 Lk. 2Pr. Lk. Dan Pr.
Prediksi hamil Meninggal (Anak (Anak Pr.) (dua anak (dua anak (anak Lk
Lk.) Lk) Pr.) dan Pr)
(Gabungan Masalah 2x24=48)
Juzu’ saham 12 6 6 3 2 2
Istri 12 6 6 6 6 6
Sdr.Lk.Kandung 36 X 18 X 10 X
Hamil X 42 24 42 32 42
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Keterangan: Pada tabel di atas terdapat ahli waris al-hamiu (anak dalam kandungan),
sehingga penyelesaiannya membagi kepada enam keadaan yaitu ketika al-iZamlu (anak
dalam kandungan) dilahirkan meninggal, satu orang anak laki-laki, satu orang anak
perempuan, dua orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, dan anak laki-laki dan
anak perempuan. Ketika dalam keadaan diasumsikan meninggal, maka istri mendapat
bagian 1/4, saudara laki-laki kandung mendapat ‘asabah bin nafsi, dan anak dalam
kandungan tidak dapat apa-apa karena meninggal, asal masalah (KPK) adalah 4. Bagian
istri 4x1/4=1, saudara laki-laki kandung 3 bagian. Ketika diasumsikan satu orang anak laki-
laki, maka istri mendapat bagian 1/8, saudara laki-laki kandung terhijab (terhalang) oleh
anak laki-laki, dan anak laki-laki dalam kandungan mendapat ‘asabah bin nafsi, asal
masalah (KPK) adalah 8. Bagian istri 8x1/8=1, saudara laki-laki kandung tidak dapat apa-
apa, dan anak laki-laki dalam kandungan mendapat 7 bagian. Ketika diasumsikan satu
orang anak perempuan, maka istri mendapat bagian 1/8, saudara laki-laki kandung
mendapat ‘asabah bin nafsi, dan anak perempuan dalam kandungan mendapat 1/2, asal
masalah (KPK) adalah 8. Bagian istri 8x1/8=1, saudara laki-laki kandung 3, dan anak
perempuan dalam kandungan mendapat 8x1/2=4 bagian.

Berikutnya, ketika diasumsikan dua orang anak laki-laki, maka istri mendapat bagian
1/8, saudara laki-laki kandung terhijab (terhalang) oleh dua anak laki-laki, dan dua anak
laki-laki dalam kandungan mendapat ‘asabah bin nafsi, asal masalah (KPK) adalah 8.
Bagian istri 8x1/8=1, saudara laki-laki kandung tidak dapat apa-apa, dan dua anak laki-laki
dalam kandungan mendapat 7 bagian, karena 7 bagian tidak bisa dibagi untuk dua orang
anak laki-laki akan menghasilkan bilangan pecah (saham munkasar), maka perlu di tashih
(mencari asal masalah baru) yaitu dengan mengalikan KPK pertama dengan jumlah anak
yaitu 2 orang, menjadi 8x2 orang=16. Dengan demikian, bagian istri 16x1/8=2, saudara
laki-laki kandung tidak dapat apa-apa, dan dua anak laki-laki dalam kandungan mendapat
14 bagian, dimana setiap satu orang anak laki-laki dapat 7 bagian. Ketika diasumsikan dua
orang anak perempuan, maka istri mendapat bagian 1/8, saudara laki-laki kandung
mendapat ‘asabah bin nafsi, dan dua anak perempuan dalam kandungan mendapat 2/3, asal
masalah (KPK) adalah 24. Bagian istri 24x1/8=3, saudara laki-laki kandung 3, dan anak
perempuan dalam kandungan mendapat 24x2/3=16 bagian. Dan ketika diasumsikan satu
orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, maka istri mendapat bagian 1/8,
saudara laki-laki kandung terhijab (terhalang) oleh anak laki-laki dan perempuan, dan satu
anak laki-laki dan satu anak perempuan dalam kandungan mendapat ‘asabah bil ghairi, asal
masalah (KPK) adalah 8. Bagian istri 8x1/8=1, saudara laki-laki kandung tidak dapat apa-
apa, dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dalam kandungan mendapat 7 bagian,
karena 7 bagian tidak bisa dibagi untuk dua orang anak laki-laki dan perempuan (2;1) akan
menghasilkan bilangan pecah (saham munkasar), maka perlu di tashih (mencari asal
masalah baru) yaitu dengan mengalikan KPK pertama dengan jumlah anak yaitu 3 orang
(2;1), menjadi 8x3 orang=24. Dengan demikian, bagian istri 24x1/8=3, saudara laki-laki
kandung tidak dapat apa-apa, dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dalam
kandungan mendapat 21 bagian, dimana satu orang anak laki-laki dapat 14 bagian,
sedangkan anak perempuan dapat 7 bagian.
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Selanjutnya dari enam asal masalah (KPK) yang ada, ketika al-hamiu dilahirkan
meninggal yaitu 4, satu anak laki-laki yaitu 8, satu anak perempuan 8, dua anak laki-laki
16, dua anak perempuan 24 dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yaitu 24, perlu
ditetapkan KPK baru yang bisa membagi keenam asal masalah (KPK) yang sudah ada,
yaitu 48 (KPK Gabungan). Kemudian 48 dibagi dengan asal masalah ketika al-Zamiu
dilahirkan meninggal yaitu 4, jadi 48:4=12 (juzu’ saham), dilahirkan satu anak laki-laki
yaitu 8, jadi 48:8=6 (juzu’ saham), dilahirkan satu anak perempuan yaitu 8, jadi 48:8=6
(juzu’ saham), dilahirkan dua anak laki-laki yaitu 16, jadi 48:16=3 (juzu’ saham),
dilahirkan dua anak perempuan yaitu 24, jadi 48:24=2 (juzu’ saham), dan ketika dilahirkan
satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yaitu 24, jadi 48:24=2 (juzu’ saham). Sesudah
itu bagian juzu’ saham dari enam keadaan di kalikan dengan bagian setiap ahli waris,
dengan demikian pada keadaan al-kamlu dilahirkan meninggal, bagian istri adalah 1x12
(juzu’ saham)=12, bagian saudara laki-laki kandung 3x12 (juzu’ saham)=36, dan anak
dalam kandungan tidak dapat apa-apa karena meninggal. Pada keadaan al-hzam/u dilahirkan
satu anak laki-laki, bagian istri adalah 1x6 (juzu’ saham)=6, bagian saudara laki-laki
kandung tidak dapat apa-apa, dan anak laki-laki dalam kandungan adalah 7x6 (juzu’
saham)=42. Pada keadaan al-iamlu dilahirkan satu anak perempuan, bagian istri adalah
1X6 (juzu’ saham)=6, bagian saudara laki-laki kandung adalah 3x6 (juzu’ saham)=18, dan
anak perempuan dalam kandungan adalah 4x6 (juzu’ saham)=24. Pada keadaan al-hamlu
dilahirkan dua anak laki-laki, bagian istri adalah 2x3 (juzu’ saham)=6, bagian saudara laki-
laki kandung tidak dapat apa-apa, dan dua anak laki-laki dalam kandungan adalah 14x3
(juzu’ saham)=42. Pada keadaan al-hamlu dilahirkan dua anak perempuan, bagian istri
adalah 3x2 (juzu’ saham)=6, bagian saudara laki-laki kandung adalah 5x2 (juzu’
saham)=10, dan dua anak perempuan dalam kandungan adalah 16x2 (juzu’ saham)=32.
Selanjutnya, pada keadaan al-hamiu dilahirkan satu anak laki-laki dan satu anak
perempuan, maka bagian istri adalah 3x2 (juzu’ saham)=6, bagian saudara laki-laki
kandung tidak dapat apa-apa, dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dalam
kandungan adalah 21x2 (juzu’ saham)=42.

Ahli waris mengambil bagian terkecil dari enam keadaan, jika pada setiap keadaan dapat
bagian.
Kadar satu bagian = harta : asal masalah

=012 juta: 48 =19 juta.
Bagian istri =6x19juta =114 juta

Dengan demikian, bagian yang ditangguhkan dalam kasus ini adalah 42 saham. Jadi 42
saham dikali dengan 19 juta adalah (42x19 juta=798 juta). Jika yang dilahirkan adalah anak
laki-laki atau dua orang anak laki-laki atau anak laki-laki dan anak perempuan, maka
bagian yang ditangguhkan tersebut seluruhnya untuk mereka, yaitu 42 bagian (42x19 juta=
798 juta). Jika yang dilahirkan anak perempuan maka mendapatkan 24 bagian (24x19 juta=
456 juta), dan untuk saudara kandung 18 bagian (18x19 juta= 342 juta). Jika yang
dilahirkan dua anak perempuan, maka mereka mendapatkan 32 bagian (32x19 juta= 608
juta), dan saudara laki-laki kandung 10 bagian (10x19 juta= 190 juta). Kemudian jika anak
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yang dilahirkan meninggal maka istri dapat sisa 6 bagian lagi (6x19 juta= 114 juta), dan
saudara laki-laki kandung 36 bagian (36x19 juta= 684 juta).
Contoh kasus lain, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, dan
ibunya yang sedang hamil dari ayah kandungnya. Jika harta yang ditinggalkan adalah 720 juta.
Berapa bagian seluruh ahli waris dalam masalah ini.

Tabel 2. Penyelesaia_n kasus al-hamlu dengan enam perkiraan keadaan

6/5 6 6/8 6 6/8 6°%/18
Suami 1/2 3 1/2 | 3| 1/2 3 1/2 | 3 1/2 3 1/2 3 9
Ibu 1/3 2 13 | 2| 153 2 16 | 1 1/6 1 1/6 1 3
Hamil X X A 1] 12 3 A 2 2/3 4 A 2 6
Pr.

Lk. 2 Lk. 2 Pr. Lk. Dan Pr.
Prediksi hamil | Meninggal | (Sdr.L | SOPrK faua (Sdr.Lk.Kandg

k.Kan | andg) SdrLk. | ¢ pr Kand ) dan

dg) Kandg) o g Sdr.Pr.Kandg)

(Gabungan Masalah 20x18=360)
Juzu’ saham 72 60 45 60 45 20

Suami 216 180 135 180 135 180
lbu 144 120 90 60 45 60
Hamil X 60 135 120 180 120

Keterangan: Pada tabel di atas terdapat ahli waris al-kamlu (anak dalam kandungan),
sehingga penyelesaiannya membagi kepada enam keadaan yaitu ketika al-hamlu (anak
dalam kandungan) dilahirkan meninggal, satu orang saudara laki-laki kandung, satu orang
saudara perempuan kandung, dua orang saudara laki-laki kandung, dua orang saudara
perempuan kandung, dan saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung. Ketika dalam
keadaan diasumsikan meninggal, maka suami mendapat bagian 1/2, ibu mendapat 1/3, dan
anak dalam kandungan tidak dapat apa-apa karena meninggal, asal masalah (KPK) adalah
6. Bagian suami 6x1/2=3, ibu 6x1/3=2 bagian, karena ini merupakan kasus rad (kelebihan
harta), maka asal masalah berdasarkan KHI pasal 193 adalah hasil dari penjumlahan
pembilang (3+2=5). Ketika diasumsikan satu orang saudara laki-laki kandung, maka suami
mendapat bagian 1/2, ibu mendapat 1/3, dan saudara laki-laki dalam kandungan mendapat
‘asabah bin nafsi, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian suami 6x1/2=3, ibu 6x1/3=2, dan
saudara laki-laki dalam kandungan mendapat 1 bagian. Ketika diasumsikan satu orang
saudara perempuan, maka suami mendapat bagian 1/2, ibu mendapat 1/3, dan saudara
perempuan dalam kandungan mendapat 1/2, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian suami
6x1/2=3, ibu 6x1/3=2, dan saudara perempuan dalam kandungan mendapat 6x1/2=3 bagian,
karena ini merupakan kasus ‘aul (kekurangan harta), maka asal masalah (KPK) berdasarkan
KHI pasal 192 adalah hasil dari penjumlahan pembilang (3+2+3=8).

Berikutnya, ketika diasumsikan dua orang saudara laki-laki kandung, maka suami
mendapat bagian 1/2, ibu mendapat 1/6, dan dua saudara laki-laki dalam kandungan
mendapat ‘asabah bin nafsi, asal masalah (KPK) adalah 6. Bagian suami 6x1/2=3, ibu
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6x1/6=1, dan dua saudara laki-laki dalam kandungan mendapat 2 bagian. Ketika
diasumsikan dua orang saudara perempuan, maka suami mendapat bagian 1/2, ibu
mendapat 1/6, dan dua saudara perempuan dalam kandungan mendapat 2/3, asal masalah
(KPK) adalah 6. Bagian suami 6x1/2=3, ibu 6x1/6=1, dan dua saudara perempuan dalam
kandungan mendapat 6x2/3=4 bagian, karena ini merupakan kasus ‘aul (kekurangan harta),
maka asal masalah (KPK) berdasarkan KHI pasal 192 adalah hasil dari penjumlahan
pembilang (3+1+4=8). Dan ketika diasumsikan satu orang saudara laki-laki dan satu orang
saudara perempuan, maka suami mendapat bagian 1/2, ibu mendapat 1/6, dan satu saudara
laki-laki dan satu saudara perempuan dalam kandungan mendapat ‘asabah bil ghairi, asal
masalah (KPK) adalah 6. Bagian suami 6x1/2=3, ibu 6x1/6=1, dan satu saudara laki-laki
dan satu saudara perempuan dalam kandungan mendapat 2 bagian, karena 2 bagian tidak
bisa dibagi untuk dua orang saudara laki-laki dan perempuan (2;1) akan menghasilkan
bilangan pecah (saham munkasar), maka perlu di tashih (mencari asal masalah baru) yaitu
dengan mengalikan KPK pertama dengan jumlah anak yaitu 3 orang (2;1), menjadi 6x3
orang=18. Dengan demikian, bagian suami 18x1/2=9, ibu 18x1/6=3, dan satu saudara laki-
laki dan satu saudara perempuan dalam kandungan mendapat 6 bagian, dimana satu orang
saudara laki-laki dapat 4 bagian, sedangkan saudara perempuan dapat 2 bagian.

Selanjutnya dari enam asal masalah (KPK) yang ada, ketika al-hamiu dilahirkan
meninggal yaitu 5, satu saudara laki-laki yaitu 6, satu saudara perempuan 8, dua saudara
laki-laki 6, dua saudara perempuan 8 dan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan
yaitu 18, perlu ditetapkan KPK baru yang bisa membagi keenam asal masalah (KPK) yang
sudah ada, yaitu 360 (KPK Gabungan). Kemudian 360 dibagi dengan asal masalah ketika
al-hamlu dilahirkan meninggal yaitu 5, jadi 360:5=72 (juzu’ saham), dilahirkan satu
saudara laki-laki yaitu 6, jadi 360:6=60 (juzu’ saham), dilahirkan satu saudara perempuan
yaitu 8, jadi 360:8=45 (juzu’ saham), dilahirkan dua saudara laki-laki yaitu 6, jadi 360:6=60
(juzu’ saham), dilahirkan dua saudara perempuan yaitu 8, jadi 360:8=45 (juzu’ saham), dan
ketika dilahirkan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan yaitu 18, jadi
360:18=20 (juzu’ saham). Sesudah itu bagian juzu’ saham dari enam keadaan di kalikan
dengan bagian setiap ahli waris, dengan demikian pada keadaan al-kamlu dilahirkan
meninggal, bagian suami adalah 3x72 (juzu’ saham)=216, bagian ibu 2x72 (juzu’
saham)=144, dan anak dalam kandungan tidak dapat apa-apa karena meninggal. Pada
keadaan al-iamiu dilahirkan satu saudara laki-laki, bagian suami adalah 3x60 (juzu’
saham)=180, bagian ibu 2x60 (juzu’ saham)=120, dan saudara laki-laki dalam kandungan
adalah 1x60 (juzu’ saham)=60. Pada keadaan al-kamlu dilahirkan satu saudara perempuan,
bagian suami adalah 3x45 (juzu’ saham)=135, bagian ibu adalah 2x45 (juzu’ saham)=90,
dan saudara perempuan dalam kandungan adalah 3x45 (juzu’ saham)=135. Pada keadaan
al-hamlu dilahirkan dua saudara laki-laki, bagian suami adalah 3x60 (juzu’ saham)=180,
bagian ibu 1x60 (juzu’ saham)=60, dan dua saudara laki-laki dalam kandungan adalah 2x60
(juzu’ saham)=120. Pada keadaan al-iamlu dilahirkan dua saudara perempuan, bagian
suami adalah 3x45 (juzu’ saham)=135, bagian ibu adalah 1x45 (juzu’ saham)=45, dan dua
saudara perempuan dalam kandungan adalah 4x45 (juzu’ saham)=180. Selanjutnya, pada
keadaan al-hamlu dilahirkan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, maka
bagian suami adalah 9x20 (juzu’ saham)=180, bagian ibu 3x20 (juzu’ saham)=60, dan satu

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan B Vol. 15 Issue 1, Maret (2024)



Hak Waris Al-Hamlu (Anak Dalam Kandungan) dan Penyelesaian Dengan Metode Mauquf (Penangguhan)

saudara laki-laki dan satu saudara perempuan dalam kandungan adalah 6x20 (juzu’
saham)=120.
Ahli waris mengambil bagian terkecil dari enam keadaan, jika pada setiap keadaan dapat
bagian.

Kadar satu bagian = harta : asal masalah

=7 20 juta: 360=2 juta
Bagian suami =135x2 juta =270 juta
Bagian ibu = 45x2 juta =90 juta

Dengan demikian, bagian yang ditangguhkan dalam kasus ini adalah 180 saham. Jadi
180 saham dikali dengan 2 juta adalah (180x2 juta=360 juta). Jika yang dilahirkan adalah
dua saudara perempuan kandung, maka bagian yang ditangguhkan tersebut seluruhnya
untuk mereka, yaitu 180 bagian (180x2 juta= 360 juta). Jika yang dilahirkan saudara laki-
laki maka mendapatkan 60 bagian (60x2 juta= 120 juta), dan untuk ibu mendapatkan
penambahan 75 bagian (75x2 juta= 150 juta) dan suami mendapat penambahan 45 bagian
(45x2 juta=90 juta). Jika yang dilahirkan saudara perempuan maka mendapatkan 135
bagian (135x2 juta= 270 juta), dan untuk ibu mendapatkan penambahan 45 bagian (45x2
juta= 90 juta). Jika yang dilahirkan dua saudara laki-laki maka mendapatkan 120 bagian
(120x2 juta= 240 juta), dan untuk ibu mendapatkan penambahan 15 bagian (15x2 juta= 30
juta) dan suami mendapat penambahan 45 bagian (45x2 juta=90 juta). Jika yang dilahirkan
saudara laki-laki dan saudara perempuan maka mendapatkan 120 bagian (120x2 juta= 240
juta), dan untuk ibu mendapatkan penambahan 15 bagian (15x2 juta= 30 juta) dan suami
mendapat penambahan 45 bagian (45x2 juta=90 juta). Selanjutnya jika yang dilahirkan
meninggal duani, maka untuk ibu mendapatkan penambahan 99 bagian (99x2 juta=198
juta) dan suami mendapat penambahan 81 bagian (81x2 juta=162 juta).

PENUTUP

Metode maugif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui bagian-bagian
yang diterima oleh seluruh ahli waris tanpa harus menunggu pembagian harta warisan dalam
jangka waktu yang sangat lama, jika terdapat ahli waris yang statusnya masih belum jelas,
seperti halnya al-kamlu (anak dalam kandungan). Caranya adalah anak yang dalam kandungan
(al-hamlu) diprediksikan kedalam enam keadaan, yaitu dilahirkan meninggal, satu orang anak
laki-laki, satu orang anak perempuan, dua orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, dan
satu orang anak laki-laki dan perempuan. Ahli waris lain hanya berhak menerima bagian
terkecil terlebih dahulu apabila dalam seluruh keadaan tersebut mendapatkan bagian, jika tidak
maka bagiannya di maugifkan (tangguhkan) sampai kejelasan anak dalam kandungan (al-
hamlu) diketahui secara pasti. Metode maugaf ini dianggap sebagai alternatif terbaik dalam
menyelesaikan kasus waris al-hamlu, terutama mengingat belum adanya aturan yang baku
dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Ini bahkan bisa menjadi pertimbangan bagi
pemerintah yang berwenang untuk menyertakan satu pasal yang spesifik mengenai hak waris
al-hamlu dalam kompilasi hukum Islam, terutama dalam bab waris, sehingga keseragaman
hukum, khususnya yang menyangkut kewarisan al-zamlu, dapat tercipta di pengadilan agama.
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